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ABSTRAK 

 Arif, Analisis PPh Final atas Kegiatan UKM Sebelum Dan Sesudah 

Diterapkannya PP 23 Tahun 2018 dan Dampaknya terhadap KPP Pratama 

Jakarta Tamboraa. Dibawah bimbingan Bapak Sugiharto, SE,M.Si, Ak. CA 

dan Ibu Kusminaini Armin, S.E., M.M. 

 

 Tanggal 1 Juli 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 

23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 

yang isinya tentang perubahan tarif pengenaan pajak yang bersifat final dari tarif 

1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto tertentu yang diperoleh Wajib Pajak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah nomor 

46 Tahun 2013 ke Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 dan dampaknya 

terhadap KPP Pratama Jakarta Tambora dilihat dari sudut pandang penerimaan 

PPh pasal 4 ayat (2) peredaran bruto terntentu ini, jumlah Wajib Pajak 

pembayarnya, dan Kepatuhannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi data yang terdapat di KPP Pratama Jakarta Tambora pada tahun 

2017-2019.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa hal penting berkaitan 

dengan perubahan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 ke Peraturan 

Pemerintah nomor 23 Tahun 2018  diataranya penurunan tarif dan batasan waktu, 

berdampak pada penurunan penerimaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) peredaran 

bruto tertentu, penurunan pertumbuhan jumlah pembayar, dan peningkatan 

kepatuhan Wajib Pajak pembayar pada KPP Pratama Jakarta Tambora. 

 

Kata kunci : PPh Final, UKM, PP 46 2013, PP 23 2018 
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ABSTRACT 

Arif, Final PPh Analysis of UKM Activities Before and After the 

Implementation of PP 23 of 2018 and Its Impact on KPP Pratama Jakarta 

Tamboraa. Under the guidance of Mr. Sugiharto, SE, M.Sc, Ak. CA and 

Kusminaini Armin, S.E., M.M. 

 

On 1 July 2018, the government issued Government Regulation number 

23 of 2018 in lieu of Government Regulation number 46 of 2013, which contained 

changes in the final tax rate from 1% to 0.5% of certain gross circulation obtained 

by taxpayers. This study aims to determine the change in Government Regulation 

number 46 of 2013 to Government Regulation number 23 of 2018 and its impact 

on the KPP Pratama Jakarta Tambora from the point of view of income tax article 

4 paragraph (2) of this particular gross circulation, the number of taxpayers who 

pay, and compliance . This research uses a qualitative approach. Collecting data 

for this study using data documentation methods contained in KPP Pratama 

Jakarta Tambora in 2017-2019. 

The results of this study indicate that several important matters relating to 

the change in Government Regulation number 46 of 2013 to Government 

Regulation number 23 of 2018 include decreasing tariffs and time limits, 

impacting on decreasing income of Final PPh Article 4 paragraph (2) of certain 

gross circulation, decreasing the growth of the amount payers, and increase payer 

taxpayer compliance at Jakarta Tambora Tax Office. 

 

Keywords: Final PPh, UKM, PP 46 2013, PP 23 2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang dominan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Kontribusi penerimaan 

pajak untuk pemerintah dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat. 

Meskipun demikian, usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan masih terus 

dijalankan mengingat pemerintah terus meningkatkan target penerimaan pajak 

setiap tahunnya. Ada beberapa komponen utama dalam struktur penerimaan 

negara dari sektor perpajakan diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan 

Pajak Lainnya dan Pajak Penghasilan merupakan komponen utama yang menjadi 

penyumbang terbesar dalam penerimaan negara tersebut. Dalam tahun 2017, 

Pajak Penghasilan menyumbang 51% dari seluruh realisasi penerimaan di tahun 

tersebut.  

Sebagai indikator bahwa penerimaan pajak dari sektor Pajak Penghasilan 

mendominasi penerimaan pajak secara keseluruhan dapat dilihat dari realisasi 

penerimaan pajak tahun 2017. Kontribusi Pajak Penghasilan untuk tahun 2017 

adalah sebesar 596 trilyun rupiah atau setara 52% dari seluiruh realisasi 

penerimaan pajak yang mencapai Rp1.147,5 triliun. Persentase sumbangan Pajak 

Penghasilan ini berada diatas kontribusi pajak yang lainnya. Sebagai contoh Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Pejualan atas Barang Mewah berkontribusi sekitar 
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52% dari total realisasi penerimaan pajak 2017. Sementara itu peranan Pajak 

Lainnya jauh lebih kecil lagi yaitu hanya berkisar 6%. Berdasarkan data 

kontribusi berbagai jenis pajak tersebut menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan 

sangat berperan dalam pencapaian target penerimaan pajak untuk menunjang 

penerimaan negara.  

Terdapat  8 (delapan) jenis pajak yang termasuk ke dalam kelompok  Pajak 

Penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, 

Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan 

Pasal 25 Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 26, 

dan Pajak Penghasilan Final, Oleh karena itu realisasi penerimaan pajak 2017 dari 

sektor Pajak Penghasilan di dalamnya juga termasuk berasal 8 (delapan) 

komponen tersebut di atas antara lain PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN, dan 

PPh Final. Kontribusi PPh Final selama tahun 2017 adalah sekitar 18% dari 

realisasi total Pajak Penghasilan. Salah satu unsur PPh Final adalah PPh Final 

Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu (selanjutnya disebut PPh Final PP 

46). Pajak Penghasilan ini menyasar Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang 

usaha menengah, kecil, dan mikro untuk berkontribusi pada penerimaan Negara 

dengan cara menyetor 1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap 

bulan. Besaran persentase dari omset yang harus disetor telah mengalami 

perubahan dari semula 1% menjadi 0.5% di pertengahan tahun 2018. Kontribusi 

PPh Final PP 46 selama periode 2015 s.d 2018 baik nasional maupun dalam 

lingkup wilayah kerja paling kecil (Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama) ini 

masih sangat rendah. Sebagai contoh pada tahun 2017 untuk level nasional 
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kontribusi nya hanya sebesar 0.5% dari total penerimaan pajak. Untuk tingkat 

wilayah kerja KPP Pratama rata-rata kontribusi PPh Final PP 46 masih di bawah 

satu persen. Sebagai contoh kontribusi PPh Final PP 46 pada KPP Pratama Jakarta 

Tambora yang sebesar 4,04% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2017. 

Secara umum penerapan peraturan PPh Final adalah lebih sederhana 

dibandingkan dengan penerapan peraturan jenis PPh lainnya sehingga dengan 

sendirinya lebih dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan 

kewajibannya. Berdasarkan pemahaman ini maka seharusnya penerimaan pajak 

dari PPh Final PP 46 (sebagai bagian dari PPh Final) ini mempunyai kontribusi 

yang lebih besar terhadap penerimaan pajak.  

Untuk Wajib Pajak PPh Badan umumnya telah menyelenggarakan 

pembukuan atau pencatatan lebih baik dibandingkan Wajib Pajak lainnya. Hal ini 

pengawasan dan pengelolaannya di dalam administrasi perpajakan yang menjadi 

relatif lebih mudah. Untuk Wajib Pajak dalam kelompok ini pada umumnya 

mempunyai tingkat pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan. Lain 

halnya untuk Wajib Pajak PPh Final PP 46 (yang sebagian besar merupakan 

pengusaha UKM), umumnya hanya menyelenggarakan pencatatan saja dan 

pemahaman terhadap peraturan perpajakan juga masih rendah.. Oleh karena itu 

Wajib Pajak UKM ini sangat membutuhkan kesederhanaan dalam penerapan 

peraturan perpajakan.. Oleh karena itu Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah 

nomor 46 tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah No 23 Tahun 2018 telah merumuskan aturan perpajakan yang 

menyederhanakan perhitungan pajak penghasilan bagi para pengusaha UKM. 

Kebijakan ini tentu saja hanya berlaku untuk para pengusaha UKM dengan 
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peredaran usaha 4,8 Milyar Rupiah atau kurang dengan tax compliance mereka 

bertambah dan penerimaan pajak dari kegiatan UKM ini juga dapat meningkat. 

Penerimaan PPh Final PP 46 sebesar 1% sebagai pelaksanaan dari Peraturan 

Pemerintah nomor 46 tahun 2013 diharapkan berpengaruh secara signifikan pada 

penerimaan negara seiring bertambahnya peredaran usaha Wajib Pajak dan jumlah 

Wajib Pajak didalam kategori ini. Peraturan Pemerintah Nomor 46 memberikan 

segala kemudahan kepada Wajib Pajak UKM baik perhitungan, penyetoran, dan 

pelaporan PPh Final yang terutang. Sekilas penerapan peraturan pemerintah ini 

sangat meringankan Wajib Pajak karena menyederhanakan cara perhitungan pajak 

yang harus disetor oleh pengusaha UKM. Namun, keadaan di lapangan seringnya 

tidak sesuai dengan apa yang yang menjadi harapan dalam penerbitan peraturan 

pemerintah ini. Hal ini karena masih ada pengusaha UKM yang keberatan 

terhadap tarif 1% dari omzet itu yang dirasa masih terlalu membebani.  

Pada pertengahan tahun 2018 Pemerintah menerbitkan peraturan baru 

terkait regulasi PPh Final untuk pengusaha UKM. Peraturan tersebut sebagai 

pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Salah satu poin 

penting dalam peraturan pemerintah nomor 23 tersebut adalah penurunan tarif 

PPh Final yang semula 1% berubah menjadi 0.5% yang mulai berlaku sejak 1 Juli 

2018. Terjadi perdebatan yang relatif panjang seputar besaran tarif PPh Final nya 

yang semula diusulkan sebesar 0.25% tapi kemudian berubah menjadi 0.5%. 

Perdebatan tersebut sangat terkait dengan penerimaan pajak yang berasal dari 

pengusaha UKM ini. Dengan penerapan tarif 0.25% dikhawatirkan akan lebih 

berdampak negatif terhadap penerimaan pajak secara nasional daripada dengan 

tarif 0.5%. (Supriatin, 2018).  
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Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan 

Pemerintah No 46 Tahun 2013 efektif mulai berlaku sejak 1 Juli 2018. Dengan 

pemberlakuan Peraturan Pemerintah yang baru tersebut maka otomatis per 1 Juli 

2018 pengusaha UKM menyetor PPh Final sebesar 0.5%. Dengan kata lain Wajib 

Pajak UKM hanya menyetor separuh dari jumlah yang biasa mereka setor 

sebelum 1 Juli 2018. Penurunan ini diharapkan berdampak positif terhadap jumlah 

Wajib Pajak baru UKM. Mereka yang sebelum nya tidak mau menyetor PPh Final 

PP 46 dengan alasan tarifnya dirasa masih terlalu besar maka seharusnya dengan 

pemberlakuan PP 23 ini alasan tersebut menjadi tidak relevan lagi. Secara 

matematis jumlah Wajib Pajak UKM harusnya meningkat dua kali jumlah Wajib 

Pajak UKM sebelumnya. Kenaikan jumlah Wajib Pajak ini merupakan salah satu 

hal yang diharapkan dari Penerapan PP 23 untuk mengimbangi adanya potensi 

penurunan penerimaan pajak sektor UKM karena adanya penurunan tarif.    

Sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, pelaksanaan 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak UKM dilakukan melalui tarif normal Pasal 

pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Melalui mekanisme ini maka Wajib 

Pajak UKM diharuskan menghitung kembali pajak terutang pada tahun yang 

bersangkutan dan akan melaporkan pajak yang sudah disetor sebagai kredit pajak 

(pengurang pajak penghasilan terutang). Hal ini akan berpotensi menimbulkan 

pajak yang masih kurang dibayar, lebih dibayar atau nihil. Sedangkan mekanisme 

pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak UKM berdasarkan PP 46 dan 

PP 23 adalah dengan hanya melaporkan saja apa yang sudah disetor dan tidak 

akan berdampak apapun terhadap pajak terutang yang masih harus dibayar pada 

akhir tahun (jika ada). Berdasarkan pemahaman ini maka penerapan PP 46 dan 
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atau PP 23 terlihat lebih sederhana karena apa yang sudah setor tersebut akan 

menjadi pajak terutang nya pada tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain tidak 

ada lagi perhitungan pajak terutang pada akhir tahun.   

Meskipun terlihat lebih sederhana akan tetapi kenyataan nya masih banyak 

pengusaha UKM yang tidak patuh terhadap Peraturan Pemerintah ini. Pengertian 

tidak patuh adalah Wajib Pajak sama sekali tidak mau menyetor PPh Final 1% 

(tarif PP 46) dan atau 0.5% (tarif PP 23) atau menyetor tapi tidak sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Beberapa alasan yang dikemukanan pada umumnya 

seputar ketidaktahuan Wajib Pajak terkait pemberlakuan PP 46 dan atau PP 23 

dan tidak terdapat sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola 

pajaknya. Namun ada juga bahwa faktor penyebab ketidakpatuhan adalah karena 

pengusaha UKM masih manganggap bahwa tarif PP 46 masih tinggi sehingga 

mendorong mereka untuk tidak melaporkan omset yang sebenarnya.  

Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai ujung tombak pengelola 

Wajib Pajak UKM sangat diperlukan dalam memberikan edukasi melalui 

konsultasi sekaligus juga mengawasi Wajib Pajak UKM dalam memenuhi 

kewajiban pajaknya. Ada dua seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang 

sangat berperan dalam pengawasan Wajib Pajak UKM yaitu seksi Pengawasan 

dan Konsultasi serta seksi Ekstensifikasi. Yang membedakan fungsi kedua seksi 

tersebut adalah status Wajib Pajak yang diawasinya. Seksi Ekstensifikasi 

mengawasi Wajib Pajak UKM Baru sedangkan Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

mengawasi Wajib Pajak UKM yang sudah terdaftar lebih dari dua tahun. 

Penerimaan pajak PPh Final PP 46/23 sangat bergantung dari kinerja kedua seksi 

tersebut.  
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Seksi Ekstensifikasi melakukan penyisiran untuk menjaring Wajib Pajak 

UKM Baru. Pemantauan secara langsung aktifitas Wajib Pajak di lapangan sering 

dilakukan untuk mendapatkan data baru Wajib Pajak yang berpotensi menyetor 

PP 46/23. Disamping itu edukasi terhadap Wajib Pajak yang sudah terdaftar juga 

selalu dilakukan untuk memberikan pemahaman secara terus-menerus terkait 

pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan beranggapan bahwa regulasi 

perpajakan seperti yang tertuang dalamn PP 46/23 adalah sangat sederhana maka 

seharusnya tidak ada lagi alasan bagi Wajib Pajak UKM untuk tidak patuh. Oleh 

karena itu Seksi Ekstensifikasi berperan menjadi mentor sekaligus memonitor 

Wajib Pajak baru UKM untuk patuh terhadap PP46/23. 

Sedangkan peranan Seksi Pengawasan dan Konsultasi dalam penerapan 

PP46/23 adalah lebih pada kegiatan intensifikasi obyek pajak nya. Artinya Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi akan mengawasi tren penyetoran PPh Final PP46/23 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak UKM. Dalam hal penyetoran PPh Final PP 

46/23 turun maka kemungkinan terjadi penurunan jumlah omset yang dilaporkan 

oleh Pengusaha UKM. Bila ini terjadi maka Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

akan melakukan penelitian dan kemungkinan rekomendasi yang diusulkan adalah 

dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak UKM yang bersangkutan.  

Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta seksi Ekstensifikasi di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama sangat berkontribusi dalam penerimaan pajak dari PPh 

Final atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang 

memiliki peredaran usaha tertentu (PPh Final PP 46/23 UKM). Pemberlakuan 

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebagai pengganti atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memberikan tantangan baru kepada kedua 
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seksi tersebut untuk menjaga agar penerimaan pajak PPh Final tersebut tidak 

menurun sekaligus juga menambah jumlah Wajib Pajak baru UKM. Berdasarkan 

hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perbedaan 

perhitungan dan dampak yang ditimbulkan terkait pemberlakuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2013 dengan judul “Analisis PPh Final atas Kegiatan UKM 

Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PP 23 Tahun 2018 dan Dampaknya 

Terhadap KPP Pratama Jakarta Tambora”. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak tehadap PPh Final kegiatan 

UKM sebelum dan sesudah penerapan PP 23 tahun 2018 di KPP Pratama Jakarta 

Tambora”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dampak penerapan PP 23 tahun 2018 di KPP Pratama Jakarta 

Tambora. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan penelitian tersebut diatas telah tercapai, maka hasil 

penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Bagi penulis dan pembaca diharapkan penelitian ini dapat memperluas 

pengetahuan dan wawasan tentang pajak penghasilan, khususnya para 

pengusaha pelaku UKM, cara menghitungnya, dan dampaknya terhadap 

pembayaran pajak.  

b. Bagi peneliti selanjutnya semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan 

untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang pajak penghasilan untuk 

pengusaha dengan peredaran bruto tertentu dalam hal ini pelaku UKM. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi KPP Pratama Jakarta Tambora hasil penelitian ini ditujukan untuk 

memberikan bahan masukan dalam penerapan PP 23 tahun 2018 terhadap 

UKM.  

Bagi pelaku UKM hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan 

tentang perhitungan perpajakannya setelah penerapan aturan PP 23 tahun 2018. 
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